
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 8 TAHUN 2021 

TENTANG 

PELAKSANAAN PENERIMAAN 

PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK - KANAK NEGERI, 
SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 

DI KOTA BLITAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 
WALIKOTA BLITAR, 

a. bahwa berdasarkan pasal 20 ayat ( 1) Pera tu ran 

Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 
2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada 

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan 

Sekolah Menengah Kejuruan, maka Pemerintah 

Daerah menyelenggarakan Penerimaan Peserta Didik 
Baru/ PPDB untuk setiap jenjang pendidikan melalui 

jalur zonasi dengan wilayah zonasi pendaftaran yang 
ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili 
peserta didik dengan sekolah; 

b. bahwa penetapan wilayah zonasi pendaftaran 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak­ 

Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 
Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah 

Kejuruan belum mengatur mekanisme penerapan 



Mengingat 
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jalur zonasi sesuai karakteristik daerah, sehingga 
pemerintah daerah perlu mengatur sesuai 
kewenangan atas penyelenggaraan urusan wajib 
pelayanan dasar bidang pendidikan di daerah; 

c. bahwa Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019 
tentang Radius Zona Terdekat Penerimaan Peserta 
Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, 
Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah 
Pertama Negeri Di Kata Blitar sebagaimana telah 
diubah dengan dengan Peraturan Walikota Nomor 10 
Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan 
Walikota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Radius Zona 
Terdekat Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman 
Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan 

Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kata Blitar 
sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 
tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman 
Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 
Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah 
Menengah Kejuruan, maka perlu diatur kembali 
sesuai Peraturan Perundang-undangan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka 
perlu membentuk Peraturan Walikota tentang 
Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada 
Taman Kanak - Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri 
Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kata 
Blitar. 

I. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah 

Lingkungan Propinsi Jawa 
Kata Kecil Dalam 

Timur/Tengah/Barat 
sebagaimana telah diubah dengan Uridarig-Urrdarig 

Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang­ 
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan 



-, 
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Daerah-Daerah 

Propinsi Jawa 
Kota Kecil Dalam 

Timur/Tengah/Barat 
Lingkungan 

(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 
Sebagaimana Diubah dalam Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 
II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3243); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5670); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6402); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses 
Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 
2018 Ten tang Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 1540); 

14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan 
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta 

Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah 
Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah 
Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 6); 
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15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4); 

16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6); 

17. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah 
Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 57) 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN 
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN 
KANAK - KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI 
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA 
BLITAR 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Blitar; 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah 

dalam Keputusan ini adalah Pemerintah Kota Blitar; 
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota 

Blitar; 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KotaBlitar ; 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah; 
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6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar; 
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara. 

8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 
berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan 
dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 

9. Taman Kanak - Kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah 
salah satu bentuk satuan pendidikan usia Dini pada jalur pendidikan 
formal negeri atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat. 

10. Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SDN adalah salah 

satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan 
pendidikan um um pada jenjang Pendidikan Dasar Negeri; 

11. Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat SMPN 
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal negeri yang 
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar 
sebagai Lanjutan dari SD, MI atau bentuk Iain yang sederajat atau 
lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. 

12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 
mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang 
tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 

13. Penerimaan Peserta Didik Baru seianjutnya disingkat PPDB adalah 
Penerimaan Peserta Didik pada TKN, SDN dan SMPN. 

14. Radius terdekat adalah jarak domisili tempat tinggal calon peserta didik 
baru dengan alamat sekolah. 

15. Zonasi sistem rayon adalah mekanisme PPDB pada SMPN yang 
menggunakan radius terdekat alamat tempat tinggal dengan alamat 
sekolah tujuan dan seieksi penentuan sekolah tujuan berada dalam 1 
(satu) rayon yang ditetapkan, tidak berlaku pada rayon yang lain. 
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BAB II 

PELAKSANAAN PPDB 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 2 
(I) Pelaksanaan PPDB di Kota Blitar untuk jenjang pendidikan TKN dan 

SDN menggunakan mekanisme Radius terdekat dan dalam 
pelaksanaan PPDB untuk jenjang pendidikan SMPN menggunakan 
mekanisme zonasi sistem rayon 

(2) Pendekatan Radius terdekat dan zonasi sistem rayon dalam 
pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (!) memiliki 
tujuan untuk : 

a Mewujudkan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas 
b. Meningkatkan kemudahan akses layanan pendidikan 
c. Mengakomodir dinamika dan perkembangan kebutuhan 

layanan pendidikan kepada masyarakat Kota Blitar 

Bagian Kedua 
Mekanisme Radius Terdekat 

Pasal 3 
(1) Sasaran Penerapan Mekanisme radius terdekat dalam PPDB adalah 

calon peserta didik baru yang akan memasuki jenjang pendidikan 

TKN dan SDN 

(2) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (!), 

diutamakan calon peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) 
Kota Blitar 

Bagian Ketiga 
Mekanisme Zonasi Sistem Rayon 

Pasal 4 
( 1) Sasaran penerapan Mekanisme zona sistem rayon dalam PPDB adalah 

calon peserta didik baru yang akan memasuki SMPN 
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(2) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
diutamakan calon peserta didik dengan Kartu Keluarga (KK) Kota 
Blitar 

Pasal5 
Mekanisme Zonasi sistem rayon dalam PPDB sebagaimana dimaksud dalarn 
pasal 4 terdiri atas : 
a Rayon I meliputi SMPN 2, SMPN 7, dan SMPN 9; 
b. Rayon II meliputi SMPN 1, SMPN 5, dan SMPN 8; dan 
c. Rayon Ill meliputi SMPN 3, SMPN 4, dan SMPN 6 

BAB IIJ 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 6 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang 

mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas 
Pendidikan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan. 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 7 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 
24 Tahun 2019 tentang Radius Zona Terdekat Penerimaan Peserta Didik 
Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri Dan Sekolah 

Menengah Pertama Negeri Di Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan 

dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2020 tentang perubahan atas 
Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2019 tentang Radius Zona Terdekat 
Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah 

Dasar Negeri Dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Di Kota Blitar dicabut 
dan dinyatakan tidak berlaku 
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BABY 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal8 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Ditetapkan di : Blitar 
Pada Tanggal : 7 Januari 2021 

WALIKOTA BLITAR, 

ttd 
SANTO SO 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 7 Januari 2021 
PENJABAT SEKRETAR!S DAERAH KOTA BLITAR 

ttd. 

Hennansyah Permadi 
BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 8 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi 

rJ. 
AHMAD TOBRONI. SH 

Pembina Tk I 
NIP. 196709091998031008 


	image_001.pdf (p.1)
	image_002.pdf (p.2)
	image_003.pdf (p.3)
	image_004.pdf (p.4)
	image_005.pdf (p.5)
	image_006.pdf (p.6)
	image_007.pdf (p.7)
	image_008.pdf (p.8)
	image_009.pdf (p.9)
	image_010.pdf (p.10)

